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LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR

NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB
(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 14/M-IND/PER/4/2017,
tanggal 26 April 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

~ Menimbang :

fa.

bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan
pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional
Indonesia Kabel secara Wajib, telah dilakukan
evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian '
yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Per-
industrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 ten- |
tang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian
dalam rangka Pemberlakuan- dan Pengawasan

Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Kabel

secara Wajib sebagaimana telah beberapa Kkali j

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perin-
dustrian Nomor 51/M-IND/PER/7/2016 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perin-

dustrian Nemor 116/M-IND/PER/12/2012 ten-
tang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian
dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan
Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Kabel

secara Wajib;
bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali

penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian un-
tuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kes-

esuaian mutu Kabel;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ',
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-

tapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang

Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka
Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional = PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN TENTANG
. LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANG-

. KA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR

Indonesia Kabel secara Wajib; -

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 5

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indone-

sia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran
. dengan: g
1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Na- |

Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No-
mor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5584);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000

tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Neg-

ara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4020);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Perindustrian (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);

5. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 ten-

tang Komite Akreditasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-

IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional In-
donesia Bidang Industri (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-
IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Stan-
dar Nasional Indonesia (SNI) Kabel secara Wajib
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1503);

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-
IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
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sional Indonesia Kabel, yang selanjutnya disebut
SPPT-SNI Kabel, adalah sertifikat yang dikeluar- E
kan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada pro-
dusen yang mampu memproduksi Kabel sesuai

dengan persyaratan SNI Kabel.
Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya

disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan

kegiatan sertifikasi produk.

Laboratorium Penguji adalah laboratorium yahg
melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu
terhadap contoh Kabel sesuai persyaratan SNI |

Kabel.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan ;

urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direk-
tur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Trans-
portasi, dan Elektronika,” Kementerian Perindus-

trian.

Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri, Kementerian Perindus-

trian.

Pasal 2

LSPro yang telah terakreditasi melakukan serti-
fikasi terhadap Kabel sesuai dengan persyaratan

SNI Kabel.
Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi

melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu

terhadap Kabel sesuai persyaratan SNI Kabel.

LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ter- |
cantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum daIam Lampiran |l yang
merupakan bagian tidak terplsahkan dari Per- ‘_

aturan Menteri ini.

Pasal 3

Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengu-

jian atas permintaan LSPro dan/atau instansi tek-
nis dengan perlakuan yang sama terhadap antar

LSPro dan antar instansi teknis.

Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berlaku untuk:
a. penerbitan SPPT-SNI Kabel; dan/atau

b. pengawasan atas pelaksanaan pemberlakuan

SNI Kabel secara waijib.

Pasal 4

(1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil
kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur

Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.

(2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian se-

bagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampai-

kan LSPro, berupa:

1. penerbitan, pengawasan, dan pencabutan

SPPT-SNI Kabel;

2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan
pencabutan SPPT-SNI Kabel dalam jangka

waktu 1 (satu) tahun; dan
3. perkembangan kompetensi,
dan akreditasi LSPro;

b. laporan hasil kinerja penguijian yang disampai- |

kan Laboratorium Penguiji, berupa:

1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uii |
atas pengujian Kabel yang telah dilakukan i

dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

2. rekapitulasi SHU atau hasil uiji atas pen-
gujian- Kabel yang telah dilakukan dalam :

jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
3. perkembangan kompetensi,
dan akreditasi Laboratorium Penguji.

(3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus
‘ disampaikan dalam jangké waktu sebagai berikut:
a. laporan penerbitan, pengawasan, dan pen-
cabutan SPPT-SNI Kabel sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus
disampaikan paling lambat 7 {tujuh) hari ker]a

terhitung sejak tanggal keputusan penerbitan,

pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Ka-

bel diterbitkan;
b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan,

dan pencabutan SPPT-SNI Kabel dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud |
pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disam- ‘_
paikan paling lambat pada tanggal 5 Januari

tahun berikutnya; dan
c. laporan perkembangan kompetensi,

maksud pada ayat (2) huruf a angka 3 disam-

paikan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh}
hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan |
organisasi, dan

perkembangan kompetensi,
akreditasi diterbitkan.

(4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium |
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Penguji harus disampaikan dalam jangka waktu
sebagai berikut:

a. laporan SHU atau hasil uji atas pengujian Ka-

bel yang telah dilakukan dalam jangka waktu

1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada |
ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan
. paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan beri- |
- Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Penga-

kutnya;

b. laporan rekapitulasi SHU atau hasil uji atas

pengujian Kabel yang telah dilakukan dalam

jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana di- |

maksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus

Januari tahun berikutnya; dan

keputusan perkembangan kompetensi, organ-
isasi, dan akreditasi diterbitkan.

Pasal b

-Direktorat Jenderal Pembina _ Industri Kabel

melakukan:

a. pembinaan terhadap industri Kabel vang tidak
memenuhi ketentuan SNI Kabel secara waijib;
dan

cara waijib.

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:

a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang
ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2; dan
b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja |
sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimak- |

sud dalam Pasal 4.

) Pasal 6
LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf |

a, dan/atau ayat (3), dicabut penunjukan sertifi-
kasinya.
Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4
ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal

4 ayat (4), dicabut penunjukan pengujiannya.
Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat _‘

fﬁffsmav “«esas 8)‘13 23 ?w’fff”"

pa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Per- i
disampaikan paling lambat pada tanggal 5 3
: . rubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian |
. laporan perkembangan kompetensi, organ-
isasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji se-
bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
angka 3 disampaikan dalam waktu paling lam-
bat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal
- dan dinyatakan tidak berlaku.

| gal diundangkan.

: tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan ;
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
. nesia.

b. pengawasan atas pemberlakuan SNI Kabel se-

- Catatan Redaksi :

(2) dilakukan ‘dalam rapat penilaian Lembaga Pe- i
nilaian Kesesuaian.

Pasal 7 i

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M- IND/ |
PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian |

wasan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap
Kabel secara Wajib {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 1364) sebagaimana telah bebera-

industrian Nomor 51/M-IND/PER/7/2016 tentang Pe-

Nomor 116/M- -IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan
Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pember- |
lakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia
(SNI) terhadap Kabel secara Wajib (Berita Negara Re- |
publik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1108), dicabut

Pasal 8
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang- |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin- |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2017
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, '
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)




